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BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 2& TAHUN 2017

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kctentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara vang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
vang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak  Undang-undang ini
mulai berlaku setiap Penyclenggara Negara harus
melaporkan dan mengumuman harta kckayaannya dan
bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagl
Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Batang
Hari untuk melaporkan kekayaannya;

c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam
pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan
kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta
kekayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu mecnetapkan
Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kckayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang Hari. '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten dalam.
Lingkungan Dacrah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daecrah Tingkat 1]
Sarolangun Bangko dan Dacrah Tingkat Il Tanjung
Jabung (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.......
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bcebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (cntang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korups: (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014Nomor6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

10. Peraturan..........
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Peraturan Pemerintah Nomor 353 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51353);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka PanjangTahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 56).

Instruksi PresidenNomor 5 Tahun 2004 tanggal 9
Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyclenggara Negara
di Kementerian Dalam Negeri;

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daecrah;

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pcbruari 2005 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemecriksaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyclenggara
Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/ 1590/57
tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Dacrah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah KabupatenBatang Hari.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemecrintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Batang Harl.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara
Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan
yvang dituangkan didalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pembecrantasan Korupsi yang sclanjutnya disingkat KPK adalah
lembaga Negara yang independen dengan tugas dan wcwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten adalah pejabat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang wajib mengisi dan
menyampaikan LHKPN.

Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam
bentuk elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan
Penyelenggara Negara.

Pegawail adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawail lainnya yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu
Jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian
Dalam Negeri.

Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN
beserta istri/suami/dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik
berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya
yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara
sebelum, selama, dan sctelah memangku jabatan.

Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pegawai yang menduduki jabatan
vang termasuk dalam kategori wajib melaporkan LHKPN.

Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara Negara yang memiliki
kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Pegawai yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Kepala ULP adalah Pengelola unit organisasi yang
berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa di Kementerian
Dalam Negeri, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Pusat
Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri.

14. Pejabat.......
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Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya
disingkat PPSPM adalah Pegawai yang diberi kewenangan oleh Pcngguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas
permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai pada Organisasi Pcrangkat
Daerah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang
untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Organisasi Perangkat Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah Pegawai pada Satuan Kerja yang ditunjuk
dan diseraht tugas oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan negara bukan pajak.

BAB II
WAJIB LAPOR
Pasal 2

Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
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Bupati;

Wakil Bupati;

Pejabat Esclon 1,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;

Pejabat Fungsional Auditor;

Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP);
Pejabat yang mengeluarkan Perizinan;

Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara padasaat pertama kali

menjabat;
b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau

c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

2. Wajib Lapor..........
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(2) Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

menyampaikan LHKPAN dengan mengisi formulir sebagai berikut:

a. fomulir LHKPN model KPK-A bagi Wajib Lapor LHKPN yang pertama
kali melaporkan kekayaannya; dan

b. formulir LHKPN model KPK-B bagi Wajib Lapor LHKPN yang tclah
mengirimkan formulir LHKPN model KPK-A, apabila:

1. menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun;

2. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
3. mengakhiri jabatan; dan/atau
4. menduduki jabatan tertentu, yang diperlukan dalam rangka

pemeriksaan oleh KPK.

(3) Wajib Lapor LHKPN yang telah mengisi formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kemudian menyampaikan kepada Pengelola LHKPN
Organisasi Perangkat Daerah.

(4) Pengelola LHKPN Satuan Kerja menyampaikan formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Koordinator LHKPN.

(5) Koordinator LHKPN menyampaikan formulir LHKPN sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) kepada Koordinator LHKPN.

Pasal 4
Formulir LHKPN model KPK-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, diisi dan disampaikan oleh Wajib Lapor LHKPN dengan batas waktu
paling lambat 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki jabatan atau pada saat
vang bersangkutan menjadi calon Pejabat Penyelenggara Negara dalam hal

diperintahkan oleh undang-undang.

Pasal 5
Formulir LHKPN model KPK-B dalam Pasal 3 ayat (1) hurufl b, diisi dan
disampaikan oleh Wajib Lapor LHKPN dengan batas waktu, paling lambat;
a. setiap 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal menduduki jabatan yang
sama; atau
b. setelah 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal menduduki jabatan baru

dalam rangka mutasi, promosi, mengakhiri jabatan dan/atau pensiun.

Pasal 6
(I) Dalam hal KPK meminta kembali, Wajib Lapor LHKPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 wajib meclaporkan kembali Harta Kekayaan

yvang dimilikinya.

2. Penyampaian........
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(2) Penyampaian laporan Harta Kekayaan secbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah

diterimanya permintaan dari KPK.

Pasal 7
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung secjak saat
pengangkatan pertama /pengangkatan kembali / berakhir jabatan scbagai
Penyelenggara Negara.
Pasal &8
(1) Penyampaian LHKPN seclama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik sctiap 1 (satu) tahun sckali atas Harta Kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Penyampaian LHKPN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 9
(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau

b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan

melalui email elhkpnwkpk.go.id atau diserahkan kepada Dircktorat

Pendafltaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor
KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam
media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh

melalui www.kpk.go.id/layvanan-publik /Ihkpn.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK
yvang sckurang-kurangnya memuat :
a. nama;
b. jabatan;

instansi;

~
(.

d. tempat dan Tanggal Lahir;
e. alamat;

f. identitas Istri atau Suami;
g. i1dentitas Anak;

h. jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;

i.Besarnya......
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besarnya penghasilan dan pengeluaran;

surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan

surat Pernyataan.

BAB 1V
PENGELOLA LHKPN
Pasal 10

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola

LHKPN;

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari :

a

b.

d.

koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari;
wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Dacrah Kabupaten
Batang Hari;

wakil Koordinator 1I LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari;
administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi di
Kabupaten Batang Hari untuk  mengelola  aplikasi ¢-LHKPN di

lingkungan Instansinya.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas sebagail berikut :

a.

koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring
dan cvaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-

LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.

administrator bertugas untuk :

1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan
Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember sctiap tahun;

2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka
1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN;

3. mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Batang Hari
untuk mematuhi  kewajiban penyampaian dan pengumuman
LHKPN.

4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan
verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data

wajib lapor.

(4).Pembentukan...........
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(4) Pembentukan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk Admin Unit Kerja
Pengelola Aplikasi e-LHKPN.

(2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN Tingkat OPD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
b. membuat / Update daftar wajib lapor;
c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD/Unit Kerja untuk

selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing OPD/unit

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala OPD.

BAB V
SANKSI
Pasal 12

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawal Negeri Sipil jika tidak
menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Pcraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan
/ atau

b. pembebasan dari jabatan.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 13

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan

masing-masing tenggat waktu surat sclama 1 (satu) bulan;

b.Jika sampai.........
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b. jika sampal peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka

kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Batang Hari sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kectentuan Pelaksanaan Pcraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi
ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan

hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Hari.

Ditetapkan di: MuaraBulian
Pada Tanggal : /b -og4- 2017

BUPATI BAT,

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBATANG HARI

BAKHT

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN [2017 NOMOR :






